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KEPALA DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KRANDON

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRANDON,

bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa" Pemerintah desa perlu
mengelola dan memanfatkan aset Desa guna membiayai penyelenggaraan
pemerintalran desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Aset
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Desatentang Pemanfaatan Aset Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daeratr-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambalran Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5495);

undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Ta]run 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Perubalran Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahtn 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tarnbalran LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679);

Peraturan Pernerintatr Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah,
teral<*rir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia.Tahun 2016 Nomor
1037);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016 Tentang pengelolaan
Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tatrun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tatrun 2018
Nomor 6l l);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang pedoman
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftra Kewenangan
Berdasarkan [Iak asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Kudus;

Peraturan Desa Krandon Nomor 2 Tajrm 20lg tentang Kewenangan
Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

MEMUTU S KAN

MENCTAPKAN : PERATURAN DESA KRA}IDON KECAMATA}I KOTA KABUPATEN
KUDUS TENTA}IG PEMANFFATAN ASET DESA

BAB I
KETENTUA}.i T]MT]M

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa.adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintatran, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyaraka! hak asal .rrr.rl,
danJatau hak hadisional yang diakui dan dihomrati dala6 sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2, Pemerintatran Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintatran dan
kepentingan qasyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa adalah Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsgr
penyelenggara Pemerintahan Desa

4. Badan Pemrusyawaratan Desa adalatr lembaga yang mela}sanakan fungsi
pemerintalran yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demol<ratis

5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik
Desq dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaao, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemelihaman, penghapusan, pemindahtangffiffi, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawa.san dan pengendalian aset Desa.

7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis unfuk merumuskan
berbagai rincian kebutuhan barang milik desa
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Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan aset Desayang sesuai dengan tugas dan firngsi.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secaxa tidak langsung
dipergunakan dalam raogka penyelenggaraan tugas pemerintatran desa dan
tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentudan menerima imbalan uang tunai.
Pinjam pakai adatah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan
Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat
dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan
Kerjasama pemanfaatan adalatr pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
Bangur Guna Seratr adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutrya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan dan/atau saxana berikut
fasilitasny4 dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
Pemerintahan Desa rmtuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati
Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam
bentuk fisik, hukum, dan administratif
Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu
dalam keadaan baik dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris desa dengan keputusan Lurah Desa untuk membebaskan
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab 'adminisfiasi dan fisik atas barang yang berada
dalampenggursaannya
Pemindahtanganan adalatr pengalihan kepemilikan aset Desa
Tukar menukar adalatr pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yirng
dilalokan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya
dalarn bentuk barang.
Penjualan adatah pemindahtanga&m aset Desa kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang;
Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindatrtanganan aset Desa
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lalekan metiputi
pembuhran, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan
keadaan objektif aset Desa
Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
dataltalda yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
lnventarisasi adalah kegiatan rurtuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset Desa
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27. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka
pengamanan dan kepastian status kepemilikan;

28. Tanah Kas Desa adalah bagran dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk
menunj ang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II
JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Krandon terdiri dari :

l. Kekayaan Asli Desa;
2. Kekayaan milik Desa ya g dibeli atau di peroleh atas beban APBDesa.

Pasal 3

(l) Kekyaan asli ilik Desa sebagaimana dimalsud dalam Pasa2 huruf a, terdiri
atas :

a. Tanah kas Desa;
b. Bangunan Desa;
c. Lain-lain kekayaan asli Desa.

@ Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBdes
dimaksud dalam Pasa 2 hruuf b, terdiri dari :

a. Peralatanmesin;
b. Alatrumahtangga;
c. Perangkatpert[ustkaan;dan
d. Aset Desa lainnya.

Pasal 4

(1) Seluruh aset Desa diinventarisir dalan register aset Desa sesuai dengan aset
Desa;

(2) Register aset Des4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB III
Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 5

Pengelola aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
tansparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal6

(1) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan pengelola aset Desa berwenang
dan bertanggungiawab atas pengelola aset Desa;

@ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset Desa sebagaimana
dimaksud padaayat (1) mempunyai wewerang dan tanggungiawab :

a- Menetapkan kebijakan aset Desa;pengelolaan
b. Menetapkan kebijakanpengelolaan dan petugas/pengurus aset Desa;
c. Menetapkan pengguoaan, pemanfaatan atau pemindahtangananaset

Desa;



d. Menetapkan kebijakan pengamamn aset Desa;
e. Mengajukan usul pengadaan, peminda]rtanganan dan atau penghapusan

aset Desa yang bersifat stategis melaui Desa;
f. Menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset

Desa sesuai batas kewenangan; dan
g. Menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau

bangunan.
(3) Dalam melaksanakan kekuasanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa dapat menguasakan sebagaimana kekuasaanya kepada
perangkat Desa dan diteapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa;
b. Unsud perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa;

(5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
berasal dari Kepala Urusan.

Pasat 7

(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud
Pasal6 ayat(4) hurup a. berwenang dan bertanggungjawab :

a. Meneliti rencanakebutuhanpemeliharaan aset Desa;
b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan

pemindatrtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa;

@ Petugas/pengurusaset Desa sebagiaman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4 ),
huruf b, bertugas dan bertanggungiawab :

a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang

diperoleh dari APBDes dan perolehan laninnya yang sah kepada
Kepala Desa;

c. Melakukan invetrtarisasi aset Desa;
d. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB tV
PEI!{ANFAu{TA}I ASET DESA

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 8

Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga
Pemnanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan
langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa;

(3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari
Peratuan Desa ini.

(l)
(2)



Bagian Kedua
Bentuk Pemnafaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa berupa:
a. Sewa;
b. Pinjampakai;
c. Kerjasamapemnafaatan ; dan
d. Bangun guna serah atau bangun serah terima.

Paragraf I
sewa

Pasal 10

(1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9
huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa

(2) Jangka waktu sewa sebagairrana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit
memuat:
a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian sewa;
c. Jenis luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. Tanggungiawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu sewa
e. Hak dan kwiajiban para pihak;
f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure)
g. Persyaratan lain yang diangap perlu.

Parugraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 1l

(t) Pemanfaatan aset Desa berupa prqiaur pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasa t hlrruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintatr
Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakat Desa.

@ Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3) Jangka waktu prqiarn pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat
diperpa4iang.

(4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanalmn berdasarkan perjanjian prqiarn pakai.
(5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanfian yang sekurang-

memuat:
a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c. Jangka waktu pinjam pakai;
d. Tanggungiawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman;
e. Hak dan kwajiban para pihak;
f, Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure)
g. Persyaratan yang dianggap perlu.



Paragraf3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c,
berupa tanah danlatav bangunan dengn pihak lain dilaksanakan dalam
rangka:
a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Deas;
b. Meningkatkan pendapatan desa

(2) Kerja sama Pemnafaatan aset Desa berupa tanah daalatawaya opersional,
bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan dalam APBDesa untuk
memenuhi biaya opersional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan
atau menggadaikan aset Desa yang menjadi obyek kerjasama
pemanfaatan.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antaru
lain:
a. Membayar kontibusi tetap setiap tahun selama jangka waktu

pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
kerja sama pemanfaatan melaui rekening kas Desa;

b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan; dan

c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun
sejak perjaqiian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(4) Pelaksanaan kerjasaina pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan tetapkan
dalam surat perjar{ian yang memuat :

Parapihak yang terkait dalam perjaqiian;
Obyek kerjasama pemanfaatan ;
Jangkawaktu;
Hak dan kwajiban para pihak;
Penyelesaian perselisihan;
Keadaan diluar para pihak (force majeure)
Peninj auan pelaksanaan perj anj ian.

Parugraf 4
Bangunan Guna Serah dan

Bangunan Searh Guna

Pasal 13

(1) Bangun guna serah atau bangun seratr guna sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t hrlruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksnakan dengan
pertimbangnan:
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi

penyelenggara pemerintahan Desa; dan
b. Tidak ters€dia dana dqlarn APBDes untuk penyedia bangunan dan

fasilitas t€rsebut-

a-

b.
c.
d.
e.

f.
o



(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) selama jangka waktu
pengorganesian memiliki kewajiban, antara lain :

a. Meke rekenng kas Desa setiap tahun;mbayar kontibusi
b. Memelhara obyek bangun guna serah atau bangun serah guna.

(3) Kontibusi sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnannya
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah

Kabupaten;
(4) Pihak lain sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkarq

menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi obyek bangun
guna serah atau bangun serah guna;

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib menanggung biaya
yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjaqiian, dan konsultasi pelaksana.

Pasal 14

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah gunapaling lama 20
tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

@ Perpanjangan waktu banguu guna serah atau bangun serah grma sebagaimana
dimaksud padaayat (l) setelah terlebih dahulu di lakukan evaluasi oleh Tim
yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Tim sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

(4) Dalam hal jangka waktu bangun guna seratr atau bangun seratr grma
diperpaqiang, pemanfaatan di lakukan melalui kerjasama pemenfaatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

(5) Bangun guna serah atau bangun serah grura dilaksanakan berdasarkan surat
perjardian yang paling sedikit memuat :

a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek bangrur guna serah;

Jangka waktu bangun para pihak yang terkait dalam perjanjian;
Penyelesaian perselisihan;

e. Keadaan di luar kemamuan para pihak (frce majeure)
f. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB V
SUBYEK PEI\&{NFAu{TANI

Pasal 15

subyek pemenfaatan aset Desa adalah orang pribadiatau badan yang
memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

BAB VI
TATA CARA DA}I HASIL PEMENFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

c.
d.



Paal 17

tlasil pemenfaatan as€t Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I merupakan
pendaptan Desadan dioasulftanke dalamrckening tr(as Desa-

BAB VII
KETENTUA}I PENUTI,'P

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku padatanggal diundanekan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ka ini
dengan pene.mpatannya dalam Lemhran Desa Krandon

Dirurdangkan di I&andon
Padatansgal 3Mei2023
PIt. SEKRET S DESA KRA}IDON

Kasi Pelshhha&

I

Itrnbaran Des. idon Tahun2023 Nomor 4.
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BADAI\I PERMUSYAWARATAFT DESA KRANDON
KECAMATAN KOTA KUDUS

KABT]PATEN KUDUS
Jl. Sucen-Peganjman KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

KITDUS 59314

KEPUTUSAN BADAI\T PERMUSYAWARATAI\I DESA KRANDON

NOMOR: 410 I 412023

TENTAhIG

PERSETUJUAI\I ATAS RANCAI\IGAI\I PERATURAN DESA TENTAI\G
PEMANFAATAI\I ASET DESA KRANDON

KECAMATATI KOTA KABUPATEN KT]DUS
TAHI]N 2023

BADAIT PERMUSYAWARATAI\I DESA KRANDON,

Menimbang . a- bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu
dikelola semaksimal mungkin bagr peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

Mengingat : l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tarnbalmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5679) ;

Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubalu terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tatrun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57 l7);

5. Peraturan.....

3.

4.



5.

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Talnm 2016 Tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Talnrn 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tatrun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peratnran Bupati Kudus Nomor 38 Tatrun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahrm 2018 tentang Daftra
Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenagan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Kudus;

Peraturan Desa Krandon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan
Berdasarkan HaI Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang
Pemanfaatan Aset Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Padatanggal, 3Mei2023

YAWARATAN DESA

8.

9.

10.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

w



BADAFT PERMUSYAWARATAI\T DESA KRAI\TI}ON
KECAMATAN KOTA KUDUS

KABUPATENKUDUS
Jl. Sucen-Peganjaran KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

Kurlus 59314

BERITA ACARA
BADAI\I PERMUSYAWARATAI\I DESA KRANDON

Pado iuri ini Rabu tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga ircrtempat di Baiai
Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan
Desa Krandon bersama Kepala Desa Krandon dalam rangka membalras Perafuran Desa Krandon
Nomor 4 Tahm 2023 Tentang Pemanfaatan Aset &sa Krandon Kecanratan Kota Kabupaten Kudus.
Rapat tersebut dihadfui oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badao Permusyawaratan Desa
Kraadon (sebagaimaaa terlampir).

Dalam rapat Badan Perrrusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengelrai pokok-
pokok hasil rapat $€bagai bcritut :

( Memberikan pemetuiuan Atas Ponturan I)esa Krandon Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemenfaatan Arct Dcsa f(randon tr(eeamdan Kota Kabupaten Kudus . o

Demikian Barita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Krandon ini dibuat untuk
dipergwakao sebagaimana mestinya, apabila ttrda@ kekeliruan dikemudiaa hari al€u diadal<an
perubahan seperlunya

Kudus, 3 Mei 2023

BADAN TAN DESA KRANDON



BADAI\I PERMUSYAWARATAFT DESA KRANDON
KECAMATA}I KOTA KUDUS

KABUPATEN KT'DUS
Jl. Sucen-Peganjffiil KM. 1 Kudus Telepon (0291) 445 234

KUDUS 59314

DAT'TAR EADIR RAPAT
Hari
Tanggal

Jarr
Tempat
Acara

Rabu
3 Mei 2A23.

19.30 wib.
Balai Desalfuandon
RaFt membahas Rancangan PEraturarr
Pemanfaatan Aset hsa Krandon Kecamatar

rcfllang
Aset hsa Krandon Kecamatan Kota Kudus.

No. Nama Jabatan Trnda Tanern
I 2 3 \-4
l. FlilmanNajib ktua N2: i r
,,

Puji Rahayu Wakil Ketua u
'6}- 2.c+,- \{

3. Mc. Mifrohul l{ana Sekretaris ''Wrc. r
4. Edi Purwanto {oggota ^ t)ffirn. 14/ I

5. Maslikan Fffi{
6. Sofunan Durri. (epalaDesa A/ry
7. Karsan Kasi Pemqintahan 7.

l

8. ItIor Salim Kaur. Keuangan I

\ r s'\W
9. Mari'ah.

.l

Kasi. Peliyanan ) <{w

Kudus, 3 Mei 2023

AWARATAhI DESAKRANDON


